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BAB I PENDAHULUAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar belakang 1.1

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelayanan di bidang 

perumahanan dan kawasan pemukiman. Urusan pemerintah di bidang perumahanan dan 

kawasan pemukiman ini termasuk ke dalam urusan pemerintah konkuren yang artinya 

menjadi urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar dan memiliki peran yang sangat 

penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi 

sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan perumahan adalah kumpulan 

rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 

dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan 

rumah yang layak huni.  

Diketahui bahwa jumlah backlog perumahan di Indonesia saat ini mencapai 7,6 juta 

unit, hal ini menyebabkan pemerintah harus melakukan pembangunan agar tidak terjadi 

pemukiman yang kumuh. Demikian pula perumahan yang tidak mencukupi dan tidak 

memberikan jaminan keamanan, akan mengarah pada ketidakstabilan ekonomi dan politik, 

yang akan menghambat pembangunan ekonomi (Habitat dalam Panudju 2009:16). Untuk 

memenuhi kebutuhan warga akan kepemilikan rumah atau peningkatan kualitas perumahan 

layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ada banyak program yang diprakarsai 
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oleh pemerintah, salah satunya yaitu dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 07 Tahun 2018 

Pasal 1 dijelaskan bahwa bantuan stimulan perumahan swadaya yang selanjutnya disingkat 

dengan BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan / meningkatkan kualitas 

rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Adapun tujuan dari kegiatan BSPS 

adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang 

didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sehingga menjadikan 

perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. 

Sasaran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk mendapatkan bantuan tersebut  wajib 

memenuhi beberapa syarat yang sudah ditetapkan yaitu : merupakan warga negara 

Indonesia yang sudah memiliki keluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki 

rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, 

belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat, 

berepenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, diutamakan yang 

telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas 

rumahnya dan bersedia membuat pernyataan. Proses seleksi penerima BSPS calon 

penerima wajib memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan setelah itu akan di seleksi 

oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), laporan calon penerima BSPS akan diserahkan 

kepada Koordinator Fasilitator Kab/Kota, selanjutnya akan di sampaikan kepada PPK dan 

PPK akan menetapkan penerima BSPS.  

Dalam pengimplementasian program BSPS melibatkan banyak pihak, baik 

pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten/kota 
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dibantu oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat, melakukan seleksi calon penerima BSPS, memverifikasi proposal dari calon 

penerima BSPS melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat, melakukan 

pengawasan dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi. Badan pelaksana dilapangan 

program BSPS ini adalah Pemerintah kabupaten/kota dibantu oleh Tim Teknis 

Kabupaten/Kota, Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri atas unsur:  

a. SKPD yang menangani bidang perumahan sebagai Ketua  

b. SKPD yang menangani bidang perencanaan pembangunan sebagai 

Sekretaris 

c. SKPD yang menangani bidang pemberdayaan sebagai Anggota  

d. Camat di lokasi BSPS sebagai Anggota  

e. Kepala Desa/Lurah di lokasi BSPS sebagai Anggota 

Pelaksanaan program BSPS bersumber dari dana APBN, penyaluran dana ini melalui 

bank/pos penyalur yang mempunyai tugas membuat rekening dan menyalurkan bantuan 

dalam bentuk uang kepada penerima BSPS sesuai dengan SK PPK. Pejabat Pembuat 

Keputusan (PPK) merupakan pejabat yang di beri kewenangan oleh PA/KPA untuk 

mengambil keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBN di Kementerian PUPR. Dalam penyelenggaraan BSPS, PPK mempunyai tugas 

diantaranya menyalurkan bantuan dan melakukan perikatan dengan penerima BSPS 

dan/atau pihak ketiga (antara lain bank / pos penyalur, penyedia barang/jasa). 

Pada tahun 2018 pelaksanaan BSPS di Provinsi Jambi dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 45 milyar dari dana APBN yang menyentuh 3.000 unit rumah tidak layak huni 

yang tersebar di 10 Kabupaten / Kota, hanya satu kabupaten yang tidak menerima program 

BSPS yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal ini dikarenakan sudah menerima 

program yang serupa  dari Kementerian PUPR. Sedangkan pada tahun 2019  memperbaiki 

rumah sebanyak 4.500 unit melalui BSPS.  
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Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi 

yang telah melaksanakan program BSPS sejak tahun 2017, pada tahun 2017 ada dua 

kecamatan yang mendapatkan BSPS yaitu Kecamatan Pemayung dan Bajubang. Tahun 

2018 Kecamatan Mersam dan Muara Tembesi dan tahun 2019 Kecamatan Batin XXIV, 

Bajubang dan Pemayung. Berikut tabel kecamatan yang mendapatkan BSPS dari tahun 

2017-2019. 

Tabel 1 Data Kecamatan yang mendapatkan BSPS di Kabupaten Batang Hari. 

No Tahun Kecamatan Jumlah 

1. 2017 

Bajubang 91 unit 

Pemayung 160 unit 

2. 2018 

Mersam 118 unit 

Muara Tembesi 114 unit 

3. 2019 

Bajubang 100 unit 

Batin XXIV 90 unit 

Pemayung 120 unit 

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Batang Hari Tahun 2018 

 Tahun 2017 Kabupaten Batang Hari mendapatkan bantuan sebanyak 251 unit, dan 

pada tahun 2018 mendapatkan program BSPS sebanyak 232 unit. Sedangkan pada tahun 

2019 dari delapan kecamatan pemerintah  Kabupaten Batang Hari hanya memfokuskan 

tiga kecamatan untuk menerima program BSPS, kecamatan yang dimaksud yakni 

Kecamatan Pemayung, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Batin XXIV dengan jumlah 

310 unit rumah. 
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Tabel 2 Data Rumah Layak Huni Tahun 2018 di Kabupaten Batang Hari. 

No Kecamatan Jumlah RLH Jumlah RTLH 

1.  Mersam 5.173 596 

2.  Muara Tembesi 5.450 628 

3.  Muara Bulian 12.069 1,390 

4.  Batin XXIV 4.954 571 

5.  Pemayung 5.259 606 

6.  Muaro Sebo Ulu 5.754 663 

7.  Muaro Sebo Ilir 3.216 371 

8.  Bajubang 7.384 851 

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Batang Hari Tahun 2018 

Berdasarkan tabel diatas jumlah seluruh rumah di wilayah Kabupaten Batang Hari 

adalah 54.935 unit, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Batang Hari 

yaitu sebanyak 5.676 dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terbesar terdapat di 

Kecamatan Muara Bulian, kemudian Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Muaro Sebo 

Ulu. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tidak layak huni masih tersebar di setiap 

kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Hari.  

Kemudian dalam pelaksanaan program BSPS sejak 2017 hingga 2019, ada tiga 

kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan yaitu Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan 

Muaro Sebo Ulu dan Kecamatan Muaro Sebo Ilir,  sementara dua kecamatan tersebut 

yakni Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Muaro Sebo Ulu  termasuk ke dalam 3 

kecamatan yang memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak hal ini menunjukan 

belum meratanya pelaksanaan BSPS di Kabupaten Batang Hari. Pada surat edaran 

Direktorat Jenderal Perumahan Nomor 07 Tahun 2018 mengatakan bahwa pengusulan 

untuk calon lokasi BSPS ditujukan kepada Menteri Rakyat c.q  Direktur  Jenderal  
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Penyediaan Perumahan yang di lakukan pemerintah, yakni: Bupati/walikota dengan 

tembusan gubernur; atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Usulan calon lokasi 

BSPS meliputi nama desa/kelurahan yang mengacu data pada basis data terpadu yang di 

lengkapi dengan data jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah kebutuhan kekurangan 

rumah swadaya. 

Berdasarkan tabel 1 diatas, masih banyak masyarakat yang belum mampu 

memperbaiki rumahnya menjadi rumah yang layak huni, hal ini menyebabkan terjadinya 

backlog perumahan. Diketahui backlog perumahan secara nasional saat ini mencapai 7,6 

juta unit (Muhammad Choirul Anwar, 2019). Sementara backlog perumahan Kabupaten 

Batang Hari berdasarkan pendataan pada tahun 2018 sebanyak 16.918 unit (Sumber: Dinas 

Perumahan dan Permukiman Batang Hari Tahun 2018). 

Program BSPS merupakan suntikan biaya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 

Dalam pelaksanaannya dibentuk kelompok yang terdiri dari 15 – 20 orang setiap 

kelompoknya. Pembangunan rumah swadaya juga turut membangun budaya gotong- 

royong dimasyarakat agar kembali kuat. Akan tetapi karena minimnya pendampingan dari 

tenaga fasilitator lapangan dan pengawasan dari tim teknis desa, mengakibatkan 

masyarakat yang memperoleh bantuan BSPS tidak melaksanakan prinsip gotong-royong, 

masyarakat penerima bantuan BSPS  membangun rumah masih dilakukan secara individu. 

Dari banyaknya desa/ kelurahan di Kabupaten Batang Hari yang telah mendapatkan 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari tahun 2017 hingga tahun 2019, maka 

penelitian ini akan mengambil di salah satu kecamatan yaitu Kecamatan Batin XXIV 

dengan mengambil contoh dari satu desa yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya pada tahun 2019, yaitu Desa Hajran. Desa Hajran merupakan salah satu desa  

yang mendapatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, di Desa Hajran 

terdapat 322 KK, sementara masih terdapat rumah yang tidak layak huni yaitu sebanyak 66 
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rumah dan ada 62 rumah tangga yang belum memiliki rumah. Selain itu dari enam desa 

yang melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di kecamatan Batin 

XXIV, Desa Hajran Merupakan desa yang akses menuju ke desanya sulit di jangkau 

karena berada di seberang sungai. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, masih terdapat permasalahan dalam 

pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, karena itu perlu diteliti 

sehingga penyelenggaraan program BSPS ini bisa terlaksana dengan baik. Dengan 

dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana proses 

pengimplementasian program BSPS di Kabupaten Batang Hari. 

 Rumusan Masalah 1.2

Adapun rumusan masalah dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut: 

Bagaimana pelaksanaan implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya 

di Desa Hajran Kabupaten Batang Hari Jambi? 

 Tujuan Penelitian 1.3

Adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini ialah untuk mengetahui implementasi 

program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Hajran Kabupaten Batang Hari 

Jambi. 

 Manfaat Penelitian 1.4

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaaat bagi kepentingan 

akademis, menambah wawasan pengetahuan, dan masukan bagi kajian ilmu 

administrasi publik untuk mengetahui implementasi program bantuan stimulan 

perumahan swadaya di Kabupaten Batang Hari Jambi. 
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2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Batang 

Hari Jambi. Selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan dan pemikiran bagi 

semua pihak yang terkait khususnya Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk 

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program bantuan stimulan perumahan 

swadaya. 
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